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TIE N AN G

RETRTBUST PENGGANTTAN BTAYA CETAK KARTU TANDA PIWDUDUK

DAN AKTA CATATAN STPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT SALATIGA

Menimbang . a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang

Mengingat

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. maka dipan-
dang perlu mengatur Retribusi Penggantian
Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dia-

tas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendu-
duk Dan Akta Catatan Sipil dengan Peratur-
an Daerah Kotamadva Daerah Tingkat TI
Salatiga:

. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
i.ingkungan Proginsi  Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat:
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. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembar
an Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037):

. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209):

. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar-
an Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685):

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang Pengurusan, Pertanggung- jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 5):

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

tentang Perubahan Batas Wilavah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3692):

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171

Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bidang Retribusi Daerah:



12. Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat
IT Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkun-
gan Pemerintah Kotamadva Daerah Tingkat 11
Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat 11 Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

IT SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga:
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadva Daerah
Tingkat I1 Salatiga;

. Kepala Daerah adalah Walikotamadva Kepala Daerah Tingkat

IT Salatiga:

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bi-
dang retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan
vang ber!aku;

Dinns Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadva Daerah Tingkat 11 Salatiga:

. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayar-

an atas jasa atau pemberian ijin tertentu vang Kkhusus
aicedizkan dan atav diberikan oleb Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum:



Retribusi Penggantian Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil vang selanijutnva disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembavaran atas jasa untuk
pelavanan penggantian biava cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil:

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum
vang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwa-
ijibkan untuk melakukan pembavaran retribusi penggantian
biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk meman—
faatkan jasa penggantian biava cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil dari Pemerinah Daerah:

. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Bukti Diri vang wajib

dimiliki oleh setiap penduduk vang telah berusia 17
(tujuh belas) tahun atau lebih atau vang telah kawin atau
pernah kawin:

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik vang berisi catat-
an lengkap seseorang mengenai kelahircan, perkawinan, per-
ceraian, kematian., pengazkuan dan pengesahan anak, pengang
katan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disim-
pan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen negara;

- Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kotama-

dva Daerah Tingkat II Salatiga;

Daftar Induk Retribusi adalah daftar himpunan wajib retri
busi vang dicatat /disusun berurutan sesuai dengan urutan
tanggal pendaftarannva:

- Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan

pada Kantor Sekretariat Wilavah/Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi per-

seroan terbatas, oerseroan komanditer. perseroan lainnya,
badan usaha milik regara atau daerah dengan nama dan
pentuk apapun, persekutuan. perkumpulan. firma. kongsi,
koperasi atau organisasi vang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan wusaha
lainnva;
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p. Surat Ketetapan retribusi Daerah vang selanjutnya dising-
kat SKRD adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnya
jumlah Retribusi vang terutang:

g. Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Penggatian Biava Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas
jasa pelayanan penggantian biava cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

(2) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan Kartu Tanda Pen
duduk dan atau Akta Catatan Sipil:

(3) Obvek Retribusi sebagaimana dimaksud avat (2) pasal ini,
meliputi:

Pelayvanan Kartu Tanda Penduduk:

. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;:

Pelavanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:

Pelavanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian:

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian:

Pelavanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan.

Pengesahan Anak. Pengangkatan Anak, Ganti Nama:

Akte ganti nama bagi Warga Negara Asing.

-0 Qa0 oW

|o]

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang memper
oleh jase percetakan Kartu Tenda Penduduk dan atau Akta
Catatan Sipil.
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BAR III
GOLONGAN RETRIBUSI

pPasal 4

Retribusi Penggantian Biava cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB 1V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah Kartu

Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF

Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnyva

tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal. .7
(1) Tarip retribusi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan

aspek biaya penyediaan jasa yang diperlukan, kemampuan
masvarakat dan keadilaii;
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(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

LY

ditentukan setiap satuan permintaan Kartu Tanda

Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil. sebagai berikut

a.

b.

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah);

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
sebesar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah):

. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah):

. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

sebesar Rp. 29.000.,- (dua puluh sembilan ribu
rupiah):

. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian

sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan

Anak sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu
rupiah):

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

(]) Masa Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil adalah jangka waktu tertentu vang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.
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(2) Masa berlakunva Kartu Tanda Penduduk adalah 5 (lima)
tahun.

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAB 1IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pembavaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditem-
pat lain vang ditunjuk oleh Kevala Dacrah.

(2) Apabila pembavavan Retribusi dilakukan ditempat lain
vang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnva 1 x 24 jam atau
da'am waktu vang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

) Pembayvaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Setiap pembayvaran retribusi sebagaimana dimaksud avat
(1) Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
(3) Bentuk, isi, kualitas. ukuran buku penerimaan dan tanda
bukti pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud avat (2)
Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan.



BAB XI
SANKST ADMINTSTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membavar tepat pada waktunva
atau kurang membavar. dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnva
retribusi vang terutang vang tidak atau kuran bavar dan
ditagih dengan mengeunakan STRD.

BAB XTI
KETENTUAN PTDANA

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewaiibannva se-
hingea merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda
paling banvak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutanz.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIIT
PIEENEY 1'9 1 oA N

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyi-
dik untuk melakukan penvidikan tindak pidana dibidang
Petribasi Daerah.

(2) Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (2)
pas=1 ini. adalah :
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. Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterang

an atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibi-
dang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas:

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menge-—

nai pribadi. atau badan tentang Kkebenaran perbuatan
vang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah:

. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah;

. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan, dan dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retri-
busi:

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukt i
tersebut;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi:

. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang mening-

galkan TrTuangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung aan memeriksa identitas orang atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e

. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pida-

na retribusi daerah;

i. Menghentikan penvidikan;
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penvidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
menurut Hukum vang dapat dipertanggungjawabkan.

Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainva penyidikar dan menyampaikan
hasil penvidikannva., kepada penuntut umim sesuai yang
diatur dalam Unaang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Hal-hal vang berkaitan dengan tata cara/prosedur. persvarat-
an. larangan. kewajiban dan lain sebagainva sepanjang belum
diatur dalam Peraturan Daerah ini. masih berlaku ketentuan
vang ada.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
diatur kemudian oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlaku lagij;

(2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tangal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DATI IT SALATIGA TINGKAT 11 SALATIGA
KETUA
cap. ttd. cap. ttid

SUGIHARDIJIO Drs. SUWARSO



DATiSAAH KMAING:

Dengan Keputusan menteri Dalam negeri Republik Indonesia
Nomor 974.33-063 tanggal 4 Pebruari 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

cap. ttd.

Drs3UKATU SAATRITAS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tanggal 8 Pebruari 1999
Seri B No.1
SEKRETARTS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

NIP. 500 034 079



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 SALATIGA
NOMOR 8 Tahun 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka
setiap Daerah diwajibkan untuk segera mengganti semua
Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang
ada, dengan Peraturan Daerah yvang baru, vang telah dise-
suaikan dengan materi dan petunjuk-petunjuk vang ada
dalam Undang-undang tersebut.

Salah satu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Salatiga dalam rangka menyesuaikan dengan Undang Undang
Nomor 18 Tahun 1997 itu adalah Peraturan Daerah tentang
Retribusi Penggantian Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah Bab I1 Pasal 2 Retribusi Peng-
gantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil merupakan jenis retribusi jasa umum vang menjadi
satu, vang sebelumnva masing-masing diatur dalam Peratur-
an Daerah vang berbeda.

Peraturan Daerah ini akan mengatur hanya pada masalah-
masalah yvang berkaican dengan hal-hal vyang menyangkut
Retriousinya, scecangkan hal-hal lain di luar masalah
Retribusi, masih digunakan peraturan perundang-undangan
vang sudah ada.



II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Pasal

3

Pasal 4 s/d 6
Pasal 7 avat (1)

Pasal
Pasal

avat
8
9 avat

(24

(1)

: Cukup jelas.

Subvek Retribusi adalah pemakai
jasa atau wajib retribusi yang

telah memenuhi persyaratan
sesuai peraturan vang berlaku,
berhak memperoleh pelayanan

Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

Persyaratan tertentu untuk mem-
peroleh Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil akan ditetap-
kan oleh Kepala Daerah.

: Cukup jelas.

Untuk menentukan besarnyva tarip
Retribusi. harus diketahui dulu
biava penyediaan jasanva/inves-
tasi. termasuk biava-biava lain
vang dikeluarkan dalam rangka
pelavanan. selain itu harus
mempertimbangkan aspek kemampuan
dari masvarakat /pemakaian jasa.
Dan tidak dibenarkan adanva
DISKRIMINAST tarip artinyva tarip
retribusi tersebut harus dite-
tapkan tanggal dan berlaku untuk
semua orang.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Masa Retribusi Kartu Tanda Pen-

duduk adalah masa ber lakunva
Kartu Tanda Penduduk.

Namun Masa Retribusi tersebut
akan habis aengan sendirinya,
apabila terjadi Kartu Tanda Pen-
duduk Hilang/Rusak.



Pasal

ayat (2)
10 s/d 19

o A

Demikian juga masa Retribusi
Akta Catatan Sipil akan habis
sampai dengan adanya permintaan
penggantian/kutipan.

Masa berlakunya Kartu Tanda
Penduduk vang telah berusia le-
bih dari 60 (enam puluh) tahun
berlaku untuk seumur hidup.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

____bS___._



